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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 13¢ /KPTS

BAN.KBP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2
Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka akan

dibentuk Tim  Terpadu

Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

bahwa pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika di Wilayah Pr
dimaksud pada huruf a
Gubernur;

Undang-Undang Nomor
Daerah Tingkat I Sumate
Indonesia Tahun 1959 N
Republik Indonesia Nomor
Undang-Undang Nomor

(Lembaran Negara Repub

ovinsi Sumatera Selatan, sebagaimana

, perlu ditetapkan dengan Keputusan

25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
ra Selatan (Lembaran Negara Republik
omor 70, Tambahan Lembaran Negara
1814);

35 Tahun 2009 tentang Narkotika
lik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 )

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);




TN

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

-4-

b. memberi masukan dan ide untuk kemajuan Tim Terpadu
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Sumatera
Selatan;

c. melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor
narkotika yang sudah direncanakan masing-masing instansi
sesuai dengan perencanaan dan tepat waktu; dan

d. memelihara komunikasi dan sinergitas antara instansi yang
tergabung dalam Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur
Sumatera Selatan Nomor 634/KPTS/BAN.KBP/2019 tentang
Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Februari
GUBERNUR SUMATERA S

v

: A 4‘ H. HERMAN DERU

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;

2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;

3. Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;

4. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Instansi dan Forum terkait lainnya.




